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Abstrak

Penegakan hukum dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan
hidup secara baik menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, dan seluruh
pemangku kepentingan. Terutama disaat pembangunan yang diinginkan ialah
pembangunan yang melibatkan seluruh sektor, serta dalam pelaksanaannya
berorientasi bukan hanya jangka pendek namun pembangunan berorientasi
jangka panjang dan berkelanjutan, sehingga lingkungan hidup di Indonesia dapat
tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk
hidup lain. Oleh sebab itu, upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak
lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal
instrumen pengawasan dan perizinan.

Kata Kunci : Hukum, Lingkungan dan Hukum Pidana

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupkan Negara kepulauan yang memiliki ribuan
pulau baik besar ataupun kecil, dengan hasil alamnya yang berlimpah sehingga
menarik para pedagang dari berbagai Negara serta investor untuk datang ke
Indonesia, untuk mendapatkan hasil dari pertambangan, pertanian, peternakan dan
perikanan yang ada.

Namun, kekayaan alam yang berlimpah di Indonesia menyisakan banyak
permasalahan sebagai akibat dari eksploitasi alam serta bergeraknya sektor
industri yang berdampak pada lingkungan, seperti halnya masalah limbah baik
limbah industri maupun home industry yang berarti dapat mengancam kerusakan
lingkungan dan ekosistem yang ada. Masalah linglungan dapat ditimbulkan dari
beberapa bidang yaitu sector pertania apabila penggunaan pupuk kimia atau pun
pestisida dapat sebabkan kerusakan tanah dalam memproduksi unsur hara; sector
perkebunan maraknya pembalakan liar yang dapat merusak ekosistem hutan.

Jika mengacu pada UU Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan. Dari amanah UUD 1945 tersebut maka jelas bahwa
kebutuhan mendapatkan lingkunganyang sehat adalah salah satu hak asasi setiap
warga negara.”> Schingga negara berkewajiban memberi perlindungan dan
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jaminan lingkungansehat, oleh sebab itu negara harus memiliki otoritas kuat
dalam mengelola dan melindungi LH.

Peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada
awalnya dinaungi oleh Undang-Undang No 23TAHUN 1997 namun setelah 12
tahun berjalan akhirnya undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang
sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan yaitu
dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997 dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan
perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat didalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.%%

Oleh sebab itu, dikarenakan banyaknya permasalahan lingkungan hidup
yang terjadi di Indonesia, maka dalam makalah ini secara khusus akan membahas
hukum lingkungan dalam tinjauan hukum pidana.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam
makalah ini yakni: Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan dari sudut
pandang hukum pidana?

C. Pembahasan

Penegakan hukum dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan
hidup secara baik menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, dan seluruh
pemangku kepentingan. Terutama disaat pembangunan yang diinginkan ialah
pembangunan yang melibatkan seluruh sektor, serta dalam pelaksanaannya
berorientasi bukan hanya jangka pendek namun pembangunan berorientasi jangka
panjang dan berkelanjutan, sehingga lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap
menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup
lain. Oleh sebab itu, upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak
lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal
instrumen pengawasan dan perizinan.

Dalam menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlu
dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen,dan
konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah
terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin
kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber
daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Sejak dikeluarkannya UUPPLH 2009 yang menggantikan UU No. 23
Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-
undang induk wumbrella provisions melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH
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membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup
di Indonesia. Jika dicermati terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara
UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009. Pertama, UUPPLH 1997 merumuskan tindak
pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), sedangkan UUPPLH
2009 merumuskan tindak pidana yaitu sebagai tindakan yang mengakibatkan
dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98).
Kedua, UUPPLH 1997 merumuskan pidana dengan pidana maksimum, sedangkan
UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan minimum dan maksimum. Ketiga,
UUPPLH 2009 mengatur mengenai hal-hal yang tidak di atur dalam UUPPLH
1997 yaitu di antaranya pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu (sebagaimana
diatur dalam Pasal 100), perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum
pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.**’
Undang-undang ini termaksud dalam ruang lingkup pidana khusus dengan
kata lain merupakan peraturan administratif yang memuat ketentuan pidana di
dalamnya. Jika ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98
UUPPLH-115 UUPPLH, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada
akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan.
Tindak pidana materiil memerlukan (perlu terlebih dahulu dibuktikan) adanya
akibat dalam hal ini terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Hal
ini perlu dibuktikan dalam persidangan sehingga menunggu keputusan sidang
disinilah letak kesulitannya terutama ketika melihat dalam Pasal 1 UUPPLH,
ternyata tidak mengartikan patokan baku, mana pencemaran dan hal mana dapat
disebut perusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 UUPPLH, dapat dilihat:
a. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan
hidup yang telah ditetapkan;
b. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas
perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat
ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan
fungsinya;
c. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan
perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/atauhayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkunganhidup;
d. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau
tidaklangsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup
yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Adanya unsur
perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/
atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup, menunjukkan bahwa delik TPLH ini merupakan delik
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materil, dimana artinya delik yang perumusannya dititikberatkan pada

akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka deliknya juga tidak

ada. Dengan demikian, akibat di atas harus di-buktikan adanya di sidang
pengadilan.?*®

Sebaliknya tindak pidana formal, tidak memerlukan adanya akibat, namun
jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-
undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan
karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman. Pada dasarnya tindak pidana formal
dapat digunakan untuk memperkuat system tindak pidana materiil jika tindak
pidana materiil tersebut tidak berhasil mencapai target bagi pelaku
yangmelakukan tindak pidana yang berskala ecological impact. Artinya tindak
pidana formal dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit
ditemukan bukti-bukti kausalitasnya.

Pada tindak pidana formal ini tidak diperlukan akibat (terjadinya
pencemaran dan atau perusakan lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu
dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (causality) dari suatu tindak
pidanalingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formal dalam
UUPPLH, yaitu, seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan atau izin.Ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan
Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH, jika di simak lebih lanjut mengandung makna
selain termasuk delik formal juga delik materiil. Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH
dan Pasal 99 ayat (2), (3)UUPPLH mengatur bahwa sesecorang harus
bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar baku mutu udara ambien,
baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan, sehingga
orang luka dan/ataubahaya kesehatan manusia, atau mengakibatkan orang luka
berat atau mati. Dalam kasus ini harus dibuktikan hubungan sebab akibat antara
perbuatan pelanggaran baku udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut,
ataukriteria kerusakan lingkungan tersebut dengan terjadinya orang luka dan/atau
bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian. Akan tetapi, jika
ternyata tidak terbukti bahwa terjadinya pelanggaran baku mutu udara, baku mutu
air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan menyebabkan orang
luka dan ataubahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian, maka
pelaku dibebaskan dari tindak pidana materiilbnamun ia tetap harus
bertanggungjawab atas perbuatannya karena melanggar tindak pidana
formal.Mengenai Ketentuan Pidana dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu
dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120UUPPLH. Tindak pidana dalam undang-
undang ini merupakan kejahatan.

Pada ketentuan Pasal 97 UUPPLH, menyatakan tindak pidana yang diatur
dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan. Kejahatan disebut
sebagai “rechtsdelicten” yaitu tindakan tindakan yang mengandung suatu
“onrecht” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu
memang pantas dihukum, walaupun tindakan tersebut oleh pembentuk undang-
undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-
undang. Terhadap pidana formil dalam UU PPLH yakni mengenai penyidikan dan
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pembuktian diatur diatur dalam Bab XIVUUPPLH pada Pasal 94 UUPPLH
sampai Pasal 96 UUPPLH.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) UUPPLH, selain penyidik Polri, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup
tugas dantanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup diberi wewenang sebagai penyidik.Pembuktian merupakan suatu proses
yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakandengan
prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan,
khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau
tidak seperti yang dinyatakan,mengenai pembuktian diatur dalamPasal 96
UUPPLH, maka alat bukti yang cukup tersebut sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah sebagaimanatercantum dalam Pasal 96 UUPPLH.

Secara yuridis pada Pasal 1 angka 32 UUPPLH 2009, yang disebutkan
bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Maka, subjek tindak
pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah korporasi baik nasional maupun
Internasional,”® KUHP Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai tindak
kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, maka tindak pidana korporasi dalam
bidang lingkungan hidup di Indonesia, dapat menggunakan undang-undang yang
lebih khusus, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009).

Unsur-unsur dalam hukum pengelolaan lingkungan hidup dalam tinjauan
hukum pidana mencakup yakni:

1. Penyidikan

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut berwenang:

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

% Pencemaran dan perusakan lingkungan yang bersifat internasional di Indonesia belum
kelihatan, kecuali misalnya, kasus impor B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari Singapura yang
dibuang di Pulau Bintan, Riau. Andi, Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Penerbit
Sinar Grafika. 2005, hlm 110
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c.

Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang lingkungan hidup.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut memberitahukan

dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidikan tindak pidana lingkungan
hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Ketentuan pidana

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam poin (1)-(14) ini adalah kejahatan.

a.

Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh
tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Jika tindak pidana pada poin (1) mengakibatkan orang mati atau luka
berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah).

Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,
diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Jika tindak pidana yang dimaksud pada poin (3) mengakibatkan orang
mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah).

Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau
komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam
tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor,
ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut,
menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat
beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan
kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara
paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
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Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana pada poin (5), barang
siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau
menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang
diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan pada poin (5), padahal
mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan
tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

. Jika tindak pidana pada poin (5) dan (6) mengakibatkan orang mati atau

luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp450.000.000,00 (empat
ratus lima puluh juta rupiah).

. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan pada poin (5), (6), dan
(7), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan
orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama suatu
badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain,
ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

. Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan

hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan
pidana dilakukan, dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib berupa
sanksi administrasi dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan,
perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap
mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut
atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap
kedua-duanya.

Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan
hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan
dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun
berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana
dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi
perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah
orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar
hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-
sama.

. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan

atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-
surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka,
atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan,

yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh
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bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap
sendiri di pengadilan.

D. Kesimpulan

Terdapat beberapa kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum
lingkungan hidup saat ini. Pertama, UUPPLH 2009 mengenal pelaku tindak
pidana selain manusia yaitu badan hokum atau perserikatan, yayasan, atau
organisasi lainnya sedangkan menurut KUHP yang menjadi pelaku adalah
hanyalah manusia pribadi; kedua, UUPLH di samping menggunakan sanksi
pidana pokok dan pidana tambahan seperti dalam KUHP juga menggunakan
tindakan tataternya; ketiga, rumusan pemidanaan yang kabur dengan penggunaan
kata “dan/atau”, menyebabkan hakim dapat memilih antara penjatuhan sanksi
kumulatif ataupun alternatif; dan keempat, UUPPLH memandang hukum pidana
sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) bagi tindak pidana formil tertentu,
sementara untuk tindak pidana lainnya yang di berlakukan asas premum
remedium (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Dalam penegakan hukum lingkungan apabila ditinjau dari pidana
mencakup Penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup,
melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, meminta keterangan dan
bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak
pidana di bidang lingkungan hidup, melakukan pemeriksaan atas pembukuan,
catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan
hidup, melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara
tindak pidana di bidang lingkungan hidup, selai dari pada penyelidikan yang
ditinjau dari sisi pidana terdapat juga Ketentuan pidana yang bersifat menyeluruh.
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